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PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.TkI

Z ‘.V' 7y %
F o S L .
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara
dalam tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Talak antara:
PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bontojai, 05 Mei 1990, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
TAKALAR, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bontongape, 10 Februari 1991,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXX  XXXXXXX  XXXX  XXXXXX  XXXX  XXXXXXX
XXXXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN
TAKALAR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27
Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar
pada tanggal 03 Januari 2022 dengan register perkara Nomor
4/Pdt.G/2022/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada
hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 di rumah orang tua Termohon di
KABUPATEN TAKALAR, yang tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX
XXXXXXXX Selatan, xxxxxxxxx xxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
167/50/V1/2009, tertanggal 20 Juni 2009;
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2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama
membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN
TAKALAR, selama 9 tahun;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1 Muhammad Aswar bin Kaimuddin Dg. Salle, umur 11 tahun, anak
tersebut dalam asuhan Pemohon;

3.2 Nur Askaira binti Kaimuddin Dg. Salle, umur 3 tahun; anak tersebut
dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Temohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di
damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran
disebabkan:

5.1 Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon
walaupun Pemohon telah mem&berikan seluruh penghasilan Pemohon
kepada Termohon;

5.2 Orang tua Termohon dan saudara Termohon sering ikut campur dalam
urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tahun 2018, terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menerima penghasilan
Pemohon yang pas-pasan meskipun Pemohon telah memberikan semua
penghasilannya kepada Termohon bahkan orang tua Termohon ikut
campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sejak
saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pisah tempat tinggal
yang hingga kini berjalan selama 3 tahun dan selama pisah tempat tinggal
Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan
lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa keluarga Pemohon berusaha menasehati dan merukunkan baik
kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana

layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
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8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik
bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh
menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Takalar;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon
tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor
4/Pdt.G/2022/PA.Tkl tanggal 05 Januari 2022 dan 13 Januari 2022 tidak
ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016

tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat
Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/50/VI/2009 Tanggal 20
Juni 2009 yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX
XXXXXXXX Selatan, xxxxxxxxx Xxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinasegeling
dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi
1. Barlian Dg. Kilo binti Dg. Ngemba, umur 53 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTP, pekerjaan xxx Xxxxx XxxxxX, bertempat tinggal di

XXXXX  XXXXXXXX, XXXX  XXXXXXXXG, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX

xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri;

- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TAKALAR selama
kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak
yang masing-masing bernama Muhammad Aswar bin Kaimuddin Dg.
Salle di asuh oleh Pemohon, dan Nue Askaira binti Kaimuddin Dg.
Salle, di asuh oleh Termohon;

- Bahwa kehidupanr umah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;
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- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
terjadi sejak.tahun 2019;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh
Pemohon kepada Termohon sangat kurang padahal Pemohon sudah
memberikan semua penghasilannnya kepada Termohon namun
Termohon tidak pernah merasa tidak pernah cukup;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sendiri
Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah
orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah
kurang lebih 3 (tiga) tahun;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan
Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan keluarga, namun tidak
berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXJ, XXXXXXXXX
XXXXXXXX,  XXXXXXXXX XXxxXxxX, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah ipar Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TAKALAR selama
kurang lebih 9 tahun;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak
yang masing-masing bernama Muhammad Aswar bin Kaimuddin Dg.
Salle yang diasuh oleh Pemohon dan Nue Askaira binti Kaimuddin
Dg. Salle yang di asuh oleh Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
terjadi sejak tahun 2019;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh
Pemohon kepada Termohon sangat kurang padahal Pemohon sudah
memberikan semua penghasilannnya kepada Termohon namun
Termohon tidak pernah merasa tidak pernah cukup;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sendiri
Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah
orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah
kurang lebih 3 (tiga) tahun;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan
Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil
karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan

mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada

permohonannya serta memohon putusan;
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Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk berita

acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas
menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil
Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum
Pengadilan Agama Takalar yang tidak ada bantahan, maka berdasarkan
ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar
berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan
Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak
berhasil. Dan proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak
dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka
yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami
istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah
mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
167/50/V1/2009 Tanggal 16 Juni 2009 yang aslinya diterbitkan dan
ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXXX
Selatan, Kabupaten Takialar, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan
aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu
akta otentik, dan di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan
Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 16 Juni
2009, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta

otentik;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang
pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXXX
Selatan, Kabupaten Takialar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan
Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Temohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak
terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun seluruh
penghasilan Pemohon diberikan kepada Termohon, orang tua Termohon
dan saudara Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga
antara Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal,
Pemohon yang pergi setelah bertengkar karena Termohon merasa kurang
dengan penghasilan Pemohon, dan orang tua Termohon ikut campur
masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Barlian Dg. Kilo binti Dg.
Ngemba dan SAKSI 2 yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan
saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar
kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut
telah  memenuhi syarat formil, dengan demikian hakim akan
mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai
pertengkaran Pemohon dan Termohon serta perpisahan tempat tinggal antara
Pemohon dengan Termohon selama 3 (tiga) tahun, adalah fakta yang ketahui
dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
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diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
telah terbukti fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang
pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor
Urusan Agama XxXxXxXXXxXxX XxXxxxxxx Selatan, Kabupaten Takialar;

2. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Temohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak terima
terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;

3. Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal,
Pemohon yang pergi setelah bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan
Pemohon selama 3 (tiga) tahun, dimana Pemohon yang memilih pergi dari
rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya serta tidak
kembali menemui Termohon hingga saat ini, hal tersebut jelas merupakan
indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali
membina rumah tangga seperti sediakala. Perpisahan tersebut juga merupakan
fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan
demikian terhadap perkara ini Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September
2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah
tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak saling mempedulikan sudah
merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada
harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk
mengabulkan gugatan perceraian, kaidah hukum tersebut selanjutnya diambil
alih sebagai pertimbangan hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon

sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:
Yl B ) dan g 83 alii Jraa g Wgl) 1 st Lol g5 aSanddl (1a aSd (38 G Al g
G9Sidiy o 6ol
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian
apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih
besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul
figh yang berbunyi:

) cila Ao dha dudial) 5 3
Artinya:  Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada
menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan
persidangan, yakni Pemohon bertetap hati ingin bercerai dengan Termohon
dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini
hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam)
sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Igna Juz Il halaman 133 sebagai
berikut:

Ak o2l 4de 3l a3t a3l 48 pue 883 Ol

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak

satu”.
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hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam
tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan
erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran psikis yang
tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2)
huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi
izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran
Termohon disebabkan suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon
dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149
(1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
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3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Takalar;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan
Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I.,
M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh
Bachra, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Amirullah Arsyad, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Bachra, S.HI

Perincian Biaya:
- Pendaftaran : Rp30.000,00

- Proses : Rp50.000,00

- Panggilan : Rp390.000,00

- PNBP : Rp20.000,00

- Redaksi : Rp10.000,00

- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
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